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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-

Nya, penyusunan draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi telah dilakukan oleh Tim
Penyusun Naskah Akademik. Kegiatan penyusunan naskah akademik ini
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum
pelaksanaan salah satu kewenangan Presiden yang diberikan konstitusi yang
bersifat prerogatif, yaitu memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung serta memberi amnesti dan
abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Presiden mempunyai kekuasaan untuk
memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan lembaga lain yaitu, DPR untuk amnesti dan abolisi, dan
Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Untuk menjalankan
kekuasaan tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk dijadikan
pedoman dalam penyelenggaraannya. Khusus untuk grasi, saat ini telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.
Sedangkan untuk amnesti, abolisi dan rehabilitasi hingga saat ini belum
diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang, sehingga dalam
penyelenggaraanya hanya mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.

Mengacu kepada Pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,
dinyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus disertai
dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang ini selain untuk memenuhi persyaratan penyusunan
Undang-Undang juga dilakukan dalam rangka memberikan landasan
filosofis, sosiologis dan yuridis yang melatarbelakangi perlunya penyusunan
Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, pelaksanaan pemenuhan



partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) yang
memiliki tiga prasyarat penting di dalamnya antara lain hak untuk
didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan
pendapatnya (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan penjelasan
atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained) telah
dilakukan untuk menciptakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat
dalam pembentukan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan
Rehabilitasi

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti,
Abolisi dan Rehabilitasi adalah suatu living document yang masih perlu
disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak
sangat diharapkan dan semoga naskah akademik ini bermanfaat dalam
proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

Jakarta, 30 Desember 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

@ #KUMHAMPASTI

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

hitps:ibsre_bssn.go idfverifikasi
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Presiden mempunyai kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan
bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan yang besifat khusus.!
Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah
kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara, sedangkan
kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus
adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan secara
konstitusional berada di tangan Presiden pribadi yang memiliki sifat
prerogatif, antara lain kekuasaan untuk memberikan grasi, amnesti,
abolisi dan rehabilitasi.?

Pelaksanaan kekuasaan presiden yang diberikan konstitusi
bersifat prerogatif tersebut harus sejalan dengan pembangunan
hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Sehingga pada akhirnya akan terwujud
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI Tahun1945).

Dalam 14 UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan Presiden yang
diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk memberi grasi,
rehabilitasi, amnesti dan abolisi terdapat dalam Pasal 14, berbunyi:

1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

1 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan. Cet.Ke-2 (Yogyakarta:UII Press,2003) hal.12

2 Dhian Deliani, Pelaksanaan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi: Studi
terhadap Pemberian Grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011. hal. 15



Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan
presiden dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan lembaga lain yaitu,
Dewan Perwakilan Rakyat untuk amnesti dan abolisi, dan Mahkamah
Agung untuk grasi dan rehabilitasi.

Amnesti, abolisi dan rehabilitasi hingga saat ini belum diatur
secara tegas dalam sebuah undang-undang.? Pemerintah dalam
menyelenggarakan amnesti dan abolisi selama ini hanya dapat
mendasarkan pada UUD NRI Tahun 1945. Walaupun amnesti dan
abolisi pernah diatur dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang
Amnesi dan Abolisi, Undang-Undang (UU) tersebut merupakan UU
yang bersifat einmaligh yaitu bersifat sekali selesai karena hanya
berlaku bagi subjek yang disebutkan dalam UU tersebut.# Namun
dalam praktiknya UU ini masih sering dijadikan acuan pada saat
presiden memberikan amnesti dan abolisi. Ketentuan dalam UU yang
sering diacu adalah akibat hukum pemberian amnesti maupun abolisi.
Adapun tata cara pengajuan permohonan dan jangka waktu tidak
diatur dalam UU tersebut.

Pengaturan dalam UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang
Amnesi dan Abolisi berbeda dengan pengaturan UUD NRI Tahun 1945,
yaitu terkait mekanisme pemberian amnesti dari presiden. Dalam UU
Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesi dan Abolisi dimaksud,
Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi setelah mendapat
nasihat tertulis dan Mahkamah Agung yang diminta terlebih dahulu
oleh kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia). Sedangkan menurut UUD 1945 Pasal 14 ayat 2,

3 Sebagai panduan bisa mengacu pada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Belanda, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala
negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana
tertentu; Abolisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda adalah peniadaan
peristiwa pidana. istilah ini digunakan untuk istilah penghapusan perbudakan di Amerika,;
Rehabilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Belanda adalah pemulihan kepada
kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).

4 UU dimaksud dikeluarkan pada masa Republik Idonesia Serikat dan diperuntukan
kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak
pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan
Kerajaan Belanda. ( Pasal 2 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954).



pemberian amnesti Presiden harus dengan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).> Mengacu kondisi tersebut, amnesti dan
abolisi memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Terkait dengan rehabilitasi, terminologi hukum atau batasan
pengertian hukum terhadap pengaturan rehabilitasi diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah
terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rehabilitasi dalam pengertian
KUHAP merupakan hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya
dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang
diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan.

Namun demikian, rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 UUD NRI Tahun 1945 belum memiliki pengaturan lebih
lanjutnya. UUD NRI Tahun 1945 hanya memberi panduan
pertimbangan dari Lembaga lain kepada Presiden dalam memberikan
rehabilitasi. Sedangkan tata cara serta jangka waktu maupun
penyelesaian permohonan rehabilitasi belum ada pengaturan yang
dapat menjadi dasar. Oleh karena itu, rehabilitasi memerlukan
pengaturan lebih lanjut.

Selain amnesti, abolisi dan rehabilitasi, Pasal 14 UUD NRI Tahun
1945 juga mengatur hak Presiden memberi grasi. Pengaturan lebih
lanjut mengenai grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUD NRI
1945 pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1950 tentang Permohonan Grasi,® yang kemudian dicabut dan diubah

5 Dr Inosentius Samsul,S.H, M.Hum, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Materi diskusi
Penyusunan Perubahan Undang-Undang di Bidang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.
Diselenggarakan oleh Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Admnistrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin, 1 Maret 2021.

6UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 40)



dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi’ yang
kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Grasi.® Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
yang kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2002 tentang Grasi mengatur antara lain definisi grasi yaitu
pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau
penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan
oleh Presiden. Selain memberikan definisi grasi, mengatur mengenai
mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan sampai dengan
penyelesaian permohonan grasi, hingga objek dan akibat dari
pemberian grasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2002 tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
belum mengatur beberapa hal yaitu terkait pengaturan jangka waktu
penyampaian salinan permohonan grasi oleh pemohon kepada
pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk
diteruskan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya syarat penerima
yang dapat diajukan sebagai penerima grasi demi alasan kemanusiaan
dan keadilan serta tata cara pengajuan permohonan grasi demi alasan
kemanusiaan dan keadilan belum diatur dalam undang-undang.
Selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
107/PUU-XIII/2015 terkait dengan tenggang waktu permohonan grasi
yang berdampak pada perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2002 tentang Grasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian
pengaturan dalam grasi.

Pengaturan penyelenggaraan grasi diatur dalam undang-

undang, sehingga pengaturan kekuasaan Presiden dalam memberikan

7UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 108)

8UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2002 Tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100)
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pengampunan lainnya yang juga diatur dalam Pasal 14 UUD NRI
Tahun 1945 juga diatur dalam UU. Hal ini sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dalam Pasal 10 yang mengatur pengaturan lebih
lanjut materi muatan UUD NRI Tahun 1945 adalah materi muatan UU.
Empat kekuasaan presiden tersebut sebaiknya diwujudkan dalam satu
kesatuan dalam satu undang-undang. Pengaturan tersebut
diharapkan mampu memberi panduan dalam pelaksanaannya.
Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi oleh Presiden
memberikan gambaran terpenuhinya hak asasi sebagai warga negara
dengan tercapainya rasa keadilan dan kepercayaan bahwa hak asasi
sebagai warga negara masih dilindungi oleh negara. Sehingga perlu
ditekankan bahwa pengaturan pelaksanaan kekuasaan Presiden
dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi harus
didasarkan pada tujuan memberikan kepastian hukum dan menjaga
rasa keadilan di masyarakat dengan tidak mengabaikan hak yang
dimiliki oleh Presiden. Mendasarkan pada pertimbangan dimaksud,
perlu disiapkan suatu Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai dasar
penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

. Identifikasi Masalah

Berikut 4 (empat) pokok permasalahan yang akan diuraikan
dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi,
Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi, yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan
grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi di Indonesia serta bagaimana
permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Grasi,
Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai dasar pemecahan

masalah?

11



3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,
yuridis terkait pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang
Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-

Undangan tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang
dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi
adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi serta cara-cara mengatasi
permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadap sebagai alasan
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti,
Abolisi dan Rehabilitasi sebagai dasar hukum penyelesaian atau
solusi permasalahan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,
yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Grasi,
Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan

Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi .

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-
Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi sebagai acuan
atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-

Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi.

12



D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang
tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi menggunakan metode
yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang
menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan,
dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta
referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi.
Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan data primer melalui
diskusi terpumpun dengan melibatkan ahli di bidang hukum tata
negara, hukum pidana, dan ilmu perundangan-undangan serta para
pihak terkait dengan penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi, dan

rehabilitasi. Selanjutnya data diolah secara kualitatif.

13



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
A. Kajian Teoretis

1. Teori Kekuasaan dan Kewenangan

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan
“Presiden  Republik  Indonesia memegang  kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar” Hal ini berarti,
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945),
Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam
sistem demikian, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.?

Selanjutnya sistem kekuasaan tersebut diatur dalam UUD
NRI Tahun 1945 yang berisi beberapa pasal yang mengatur
berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan,
maupun kewenangan yang dimilikinya dalam memegang
kekuasaan pemerintah. Kekuasaan Presiden tersebut mencakup
bidang legislatif, eksekutif, maupun yudisial, antara lain:

a. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Presiden
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan
menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya.

b. Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945: Presiden memegang
kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan

laut, dan angkatan udara;

9 Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial juga dapat dilihat
secara historis dari adanya lima kesepakatan oleh fraksi-fraksi di MPR tatkala melakukan
perubahan terhadap UUD 1945 yang salah satunya adalah sepakat untuk mempertegas
sistem pemerintahan Presidensial (adapun empat kesepakatan lainnya ialah tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945; mempertahankan bentuk negara kesatuan; menghapuskan
Penjelasan UUD 1945, adapun hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam
pasal-pasal; dan perubahan dilakukan secara adendum [0 Lihat Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia, Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR
RI, 2003, hal. 25).
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c. Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Presiden dengan
persetujuan DPR  menyatakan  perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;

d. Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945: Presiden menyatakan
keadaan bahaya;

e. Pasal 13 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: Presiden
mengangkat duta dan konsul

f. Pasal 14 ayat (1) (2) UUD NRI Tahun 1945:

a) memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Mahkamah Agung

b) memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan DPR

g. Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945: Presiden memberi gelar,
tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya;

h. Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945: Presiden membentuk dewan
pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden;

i. Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Presiden
mengangkat menteri negara;

j- Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945: mengajukan tiga
orang Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bagir Manan memberikan pengertian yang berbeda antara
wewenang dan kekuasaan. Wewenang dalam bahasa hukum
tidak sama dengan kekuasaan (macht), dalam hal ini kekuasaan
hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.
Hukum administrasi mengartikan bahwa wewenang sekaligus
berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Hak
dimaksudkan dalam hal berkaitan dengan kebebasan untuk
melakukan (tidak melakukan) atau menuntut pihak lain untuk
melakukan (tidak melakukan) tindakan tertentu. Sedangkan,
kewajiban dimaksudkan sebagai suatu keharusan untuk
melakukan sesuatu (tidak melakukan) tindakan tertentu.

Dengan demikian, wewenang dalam perspektif hukum
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administrasi negara adalah hak dan kewajiban sekaligus
tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan negara.10
Berdasarkan wuraian tersebut maka terkait dengan
pemberian ampunan yang merupakan hak kekuasaan dan
kewenangan Presiden, perlu diatur bagaimana Presiden
menjalankan kewenangannya agar tercipta kepastian dan
perlindungan hukum tanpa mengurangi hak dari kekuasaannya
tersebut. Dalam konstitusi hanya menyebutkan bahwa Presiden
memberi pengampunan dengan memperhatikan pertimbangan
dari lembaga lain yaitu Mahkamah Agung dan DPR, namun tidak
mengatur mengenai tata cara pengajuan, mekanisme hingga
waktu pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya
keputusan presiden.
Pengaturan secara terperinci kekuasaan Presiden dalam
UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diuraikan diatas penting
untuk membatasi agar Presiden tidak berbuat melampaui
wewenang atau bertindak sewenang-wenang namun dalam
rangka melaksanakan pemerintahan dan sebagai kepala negara.
Berdasarkan perincian kekuasaan tersebut, kekuasaan
pemerintahan negara mencakup lingkup kewenangan di bidang:
11
a. Kewenangan di bidang eksekutif, dilaksanakan dalam
rangka menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan

konstitusi (to govern based on the constitution). Hal ini

10 Kekuasaan dalam hukum administrasi memiliki tujuan utama, yakni untuk
memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari tindakan pemerintah.
Perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan tersebut, dapat dilakukan melalui
pendekatan kekuasaan. Pendekatan kekuasaan berkaitan dengan wewenang yang diberikan
menurut undang-undang berdasarkan asas legalitas atau asas rechmatigheid. Pendekatan
ini menentukan kontrol pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan lihat Bagir Manan,
Wewenang Provinsi, Kabubapaten, dan Kota Dalam Otonomi Daerah, Makalah, Fakultas
Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 13 Mei 2000, hal. 1-2.

11 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Penerbit
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hal.222-224 dalam
Hasil Penelitian : Syarat Pemberian Grasi Dalam Perspektif Hukum Konstitusi, Pusat
Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi [P4TIK],
Tahun 2016
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tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 I
yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pada
kewenangan ini seluruh kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh presiden harus berdasarkan kepada
kehendak konstitusi dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam hal ini kewenangan eksekutif,
kecenderungan yang biasa terjadi disebut dengan
discretionary power, yang dibatasi secara sempit dalam
lingkup kewenangannya. (Pasal 4)

. Kewenangan di bidang legislatif, bertujuan untuk mengatur
kepentingan umum atau publik (to regulate public affairs
based on the law and the constitution). Kewenangan ini
dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat. Selanjutnya dalam Pasal S5 ayat (2) yang
menyatakan bahwa Presiden menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya. Dalam prinsip pemisahan
kekuasaan (separation of power), berada pada kewenangan
legislatif, bukan pada eksekutif. Apabila lembaga eksekutif
merasa perlu mengatur maka pengaturan tersebut hanya
bersifat sebagai derivatif dari kewenangan legislatif.

. Kewenangan di bidang judisial, dalam sistem presidensiil
kewenangan di bidang ini untuk memberikan grasi dan
rehabilitasi. Kewenangan ini dinyatakan dalam Pasal 14
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi
dan Rehabilitasi sangat berkaitan erat dengan kekuasaan
kehakiman. Jika Presiden memberikan kedua hal tersebut

kepada terpidana, maka terjadi perubahan terhadap
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pelaksanaan putusan peradilan yang bersifat tetap
(inkracht). Grasi menyebabkan sanksi pidana yang
tercantum pada amar putusan berubah. Oleh sebab itu,
Presiden memerlukan rekomendasi dari Mahkamah Agung
sebelum memberikan atau menolak permohonan grasi.
Namun, kewenangan di bidang judisial yang dimiliki oleh
Presiden bukan dimaknai untuk ikut campur dalam proses
judisial tetapi memberikan kewenangan/kekuasaan
presiden yang diberikan konstitusi yang bersifat prerogatif
kepada Presiden untuk memberikan pengampunan kepada
terpidana.12

d. Kewenangan di bidang diplomatik, yakni kewenangan
Presiden dalam hal menjalankan fungsi hubungan
diplomatik dengan negara lain atau subjek hukum
internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri
baik dalam keadaan perang maupun keadaan damai.
Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
Selain itu kewenangan di bidang diplomatik tercantum
dalam Pasal 13 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan

bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal

12 Pemberian grasi itu sifatnya ialah memberi pengampunan, dan tidak dapat
menghilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana. Sifat pemberian grasi adalah sekadar
mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi pertimbangan
pokok perkaranya. Presiden mempunyai kewenangan dalam hal pemberian grasi. Namun,
undang-undang tidak secara eksplisit merinci alasan alasan itu. UTRECHT menyebutkan 4
alasan pemberi grasi, yaitu:114 a. Kepentingan keluarga dari Terpidana; b. Terpidana pernah
berjasa bagi masyarakat; c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan
memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.Menurut Muladi bahwa dalam pemberian
grasi, Presiden harus mempertimbangkan dari segi hukum yang berkaitan dengan tujuan
pemidanaan yang dapat memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dalam
masyarakat, melindungi masyarakat dari kejahatan, dan memberikan efek jera kepada
pelaku sehingga terhindar menjadi residivis. Pertimbangan harus memperhatikan aspek
positif dan negatif terhadap terpidana dan masyarakat ketika permohonan grasi dikabulkan
ataukah ditolak sehingga seharusnya ada penelitian yang layak dan pertimbangan secara
detil dalam pemberian keputusan grasi.
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mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan
duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.

e. Kewenangan di bidang administratif, yakni kewenangan
Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan orang
dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan
administrasi negara. Oleh karena, Presiden merupakan
kepala eksekutif, maka Presiden mempunyai kekuasaan
yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif untuk
mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan
pemerintahan atau  jabatan administrasi negara.
Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 16 UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu
dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur
dalam undang-undang.

Dalam konteks kewenangan yudisial, menjadi dasar bagi
Presiden untuk memberikan pengampunan baik berupa grasi,
amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Pemberian pengampunan
bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak
terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian
kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat prerogatif
tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip check
and balances kekuasaan Presiden kepada cabang kekuasaan
lain (yudikatif), dan cabang kekuasaan legislatif (pembentuk

norma).13

13 Dengan kewenangan grasi yang dimiliki oleh Presiden, ia dapat melepaskan
siapapun yang dikehendaki dari bentuk hukuman apapun yang telah diterimanya dari
lembaga peradilan. Seorang Presiden tidak berkewajiban untuk menjelaskan atau membuat
suatu pembenaran atas tindakan yang dilakukannya dalam pemberian grasi, baik kepada
masyarakat maupun kepada kongres. Ni‘'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 196 dalam Fadhil Mardiansyah, Studi Kasus Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-XIII/2015 Mengenai Pengujian Undang-Undang
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Terkait Pengangkatan Kapolri Dan Panglima TNI.
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2. Kekuasaan Presiden yang diberikan Konstitusi Bersifat
Prerogatif

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa
perimbangan kekuasaan hubungan antara Presiden dengan
lembaga-lembaga negara. Hal ini dilakukan sebagai
pengurangan atas kekuasaan Presiden yang selama ini
dipandang sebagai kekuasaan Presiden yang diberikan
konstitusi bersifat prerogatif yang sangat besar dalam sistem
ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan ini didasarkan atas
pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan negara. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan,
maka harus diatur batas-batasnya. Caranya dengan membagi
kekuasaan tersebut ke dalam ketiga cabang kekuasaan secara
seimbang.

Terkait dengan kekuasaan Presiden yang diberikan
konstitusi bersifat prerogatif, John Locke dalam buku Two
Treatises of Government mengungkapkan prerogatif sebagai
kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan sendiri
(diskresi) untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan
hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum itu sendiri
(“This power to act according todiscretion for the public good,
without the prescription of the law and sometimeseven against it,
is that which is called prerogative”). Locke beralasan undang-
undang yang ada tidaklah mampu menampung banyaknya
permasalahan yang ada. Bahkan mustahil pula meramalkan
undang-undang yang dapat menyediakan solusi bagi
kepentingan publik. Untuk itulah keberadaan kekuasaan
istimewa yang disebut dengan Prerogatif ini diperlukan. Lebih
lanjut Locke mengatakan Prerogatif tidak lain adalah kekuasaan
berbuat baik bagi publik tanpa adanya hukum/aturan
(Prerogative is nothing but the power of doing public good without
a rule). Dalam konteks ini Locke menganggap Prerogatif sebagai

kekuasaan yang positif untuk kebaikan publik. Oleh karenanya,
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prerogatif sangat bergantung kepada kebijakan raja/pangeran
(wise of princess).14
Bagir Manan menyebutkan beberapa karakter kekuasaan
prerogatif yaitu:15
. sebagai “residual power”;

a
b. merupakan kekuasaan diskresi (freis ermessen, beleid);

o

tidak ada dalam hukum tertulis;

o

penggunaan dibatasi;
e. akan hilang apabila telah diatur dalam undang-undang atau
UuD.
Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan bahwa pengertian hilang
(kekuasaan prerogatif) disini bukan selalu materi kekuasaan
prerogatif akan sirna. Berbagai kekuasaan prerogatif tersebut
dapat diatur dalam undang undang atau juga UUD. Apabila telah
diatur dalam undang-undang atau UUD tidak lagi disebut
sebagai kekuasaan prerogatif, tetapi sebagai kekuasaan menurut
atau berdasarkan wundang-undang (statutory power) atau
kekuasaan menurut atau berdasarkan UUD (constitutional
power).16
Kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat
prerogatif dalam pemberian pengampunan kepada para
terpidana termasuk dalam hak eksklusif, yang dalam
pelaksanaannya harus dengan bertumpu pada prinsip
kebijaksanaan, kecermatan, transparansi, dan
pertanggungjawaban. Pertimbangan Presiden dalam pemberian
ampunan tersebut terkandung berbagai nilai abstrak yakni
kepastian hukum, keadilan sosial, dan ketertiban umum yang

saling berkaitan.

14 Andryan, Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-90 Prof.
Dr. M. Solly Lubis, S.H., Medan, Enam Media, 2020, Hal. 302-303

15 Ipid, Hal. 303

16 Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi,
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hal. 14
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Pengaturan pemberian pengampunan oleh Presiden dalam
penyelenggaraan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi perlu
menjaga kekuasaan Presiden yang diberikan konstitusi bersifat
prerogatif agar tidak hilang meskipun diatur dalam suatu
undang-undang. Hal yang akan diatur nantinya antara lain
meliputi tata cara atau mekanisme pengajuan atau penyampaian
permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi agar
mendapatkan kepastian hukum bagi masyarakat yang
mengajukan permohonan tersebut. Sementara hal terkait
pertimbangan dan bagaimana cara presiden mengabulkan atau
menolak permohonan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Selain itu perlu
ditegaskan bahwa hak Presiden untuk memberikan
pengampunan adalah kewenangan yang bersifat khusus

sehingga tidak dapat dikoreksi oleh cabang kekuasaan lainnya.1!7

3. Teori Keadilan

Hakekatnya keadilan adalah penilaian terhadap suatu
perlakuan atau tindakan dengan mengkaji suatu norma yang
menurut pandangan subyektif (untuk kepentingan kelompok
atau golongannya) melebihi norma-norma lain yang didalamnya
terdapat pihak yang terlibat, antara lain pihak yang
memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan!8 yaitu
terpidana dan korban. Ketika terpidana mengajukan grasi,
penilaian keadilan terdapat pada pihak yang memutuskan grasi
dan pihak yang menerima grasi yaitu presiden dan terpidana.
Keadilan tidak hanya dapat ditinjau dari satu pihak saja, tetapi
suatu keputusan yang dapat dinilai adil ketika keputusan

tersebut dipertimbangkan masak-masak demi kepentingan

17 Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi [P4TIK] Tahun 2016

18 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,
1999, hal. 71-72
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umum dan melihat akibat serta kerugian yang timbul oleh
perbuatan atau tindakan si terpidana.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum yang adil
apabila memuaskan semua orang yang bertujuan untuk
menemukan kebahagiaan masyarakat atau kebahagiaan sosial.
Keadilan sebagai nilai mutlak yang dapat menjadi kehendak dan
tindakan manusia apabila penerapannya cocok dengan hukum
positif yakni undang-undang.19

Dari sisi perspektif HAM, grasi dapat diberikan oleh
Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk
menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia
terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Grasi yang diberikan kepada terpidana harus
mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan
kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seluruh teori keadilan merupakan teori tentang cara
menyatukan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari
seluruh warga masyarakat, maka cara yang adil mempersatukan
kepentingan tersebut adalah memperbesar kebahagiaan
manusia. Menurut Rawls, untuk mempersatukan kepentingan
yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-
kepentingan tersebut, tanpa memberikan perhatian istimewa
terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip keadilan adalah suatu
kondisi ketika orang memutuskan untuk memilih tersebut tidak
atau belum mempunyai kepentingan atau belum tahu
kedudukannya dalam masyarakat sehingga tidak tidak ada

pilihan lain, kecuali memutuskan dengan jujur.20

19 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media, 1996, hal. 48-50

20 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I
Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 278-288
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4. Amnesti

Amnesti berasal dari bahasa Yunani “amnestia” yang
berarti melupakan (amnestia comes from the Greek word
amnéstia, meaning forgetfulness or oblivion).2! Sehingga pada
konsepnya pemberian amnesti dilakukan sebagai upaya untuk
menghapuskan pidana yang telah dilakukan. Pemberian amnesti
dilakukan sebagai upaya melepaskan pertanggungjawaban
pidana seseorang (baik sebelum diadili atau pada saat menjalani
pemidanaan).22 Amnesti dilakukan baik berdasarkan kasih
(memaafkan mereka yang telah menjalani hukuman atas
kejahatan yang dilakukan), politik (untuk mengakhiri suatu
perang atau pemberontakan), yuridis (untuk merehabilitasi
terpidana yang ternyata tidak bersalah) dan bahkan seremonial
(dalam rangka peringatan hari kebangsaan).23

Pengertian amnesti juga dapat dilihat dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) dan peraturan perundang-undangan.
Dalam KBBI menjelaskan bahwa amnesti adalah pengampunan
atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara
kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan
tindak pidana tertentu.24

Amnesti sering dibedakan dengan impunitas, hal ini
dikarenakan penggunaan amnesti yang dikenalkan dalam
konteks politik, contohnya pada akhir masa konflik sebagai

bagian dari perjanjian perdamaian atau upaya rekonsiliasi.2s

21 Ben Chigara, Amnesty in International Law: The Legality under International law of
National Amnesty Law, Longman, Harlow, UK, 2002, hlm. 8.

22 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Rule
of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties, New York and Geneva, 2009, hal. 5.

23 Geoffrey Robertson, Crimes Against Humanity: The Struggle For Global Justice,
(London: Pinguin Group, 2006), hlm 297, dalam skripsi Pemberian Amnesti terhadap Pelaku
Kejahatan Internasional dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional
dan Pengaturan di Indonesia, M. Ajisatria Sulaeiman, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Tahun 2008, hlm. 34.

24 KBBI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/amnesti, diakses pada 30 Juni 2021
Pukul 15.43 WIB

25 Mallinder, Louise, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the
Peace and Justice Divide, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, hlm 4.
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Namun, pemberian amnesti saat ini cenderung beradaptasi
dengan perkembangan kebutuhan negara, dimana pada praktik
saat ini, amnesti lebih dikenal untuk merespon konflik internal
negara dibandingkan dengan konflik internasional. Pemberian
amnesti pun dapat dibatasi dengan berbagai pertimbangan
antara lain; dengan mengecualikan pidana tertentu seperti
kejahatan kemanusiaan yang serius, pengecualian terhadap
orang tertentu seperti pemimpin atau aktor intelektual dan
berdasarkan perbuatan tertentu seperti pengungkapan
informasi atau kebenaran.

Pembatasan pemberian amnesti dari sisi pengecualian
pidana juga terlihat dalam Vienna Convention on Law of Treaties
1969, Articel 27 mengatur bahwa “a party may not invoke the
provisions of its internal law as justification for failure to perform
a treaty. This rule is without prejudice to article 46”.26 Dalam
hukum internasional bahwa suatu pihak dalam perjanjian
internasional tidak dapat memberikan alasan bahwa tidak
mematuhi suatu perjanjian karena alasan hukum nasional.
Aturan ini tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 46
konvensi ini. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa
peraturan nasional tidak dapat membenarkan adanya kejahatan
yang harus diadili menurut hukum internasional untuk

dilakukan pengampunan (amnesti). Ketentuan ini sejalan

26 Suatu negara peserta atau organisasi internasional tidak boleh membawa

ketentuan hukum nasionalnya atau peraturan organisasinya sebagai pembenaran dari
kesalahan yang dilakukan pada saat melaksanakan ketentuan perjanjian. Article 46
Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties. (1) A State may not invoke
the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision
of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless
that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.
(2) A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the
matter in accordance with normal practice and in good faith.
Pasal 46 mengatur tentang ketentuan hukum nasional sehubungan dengan kompetensi
untuk membuat perjanjian internasional. Pasal 46 ayat (1) menentukan, bahwa suatu negara
tidak dapat mengemukakan bahwa kesepakatan untuk mengikatkan diri pada suatu
perjanjian internasional tidak sah karena melanggar ketentuan hukum misalnya tentang
wewenang untuk membuat perjanjian internasional; ketentuan yang dilanggar mengenai hal
yang sangat mendasar; pelanggaran itu terjadi secara terang-terangan.
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dengan Geneva Convention 1949,27 chapter IX Repression of
Abuses and Infractions, article 49, mengatur bahwa
the high contracting parties undertake te enact any legislation
necessary to provide effective penal sanctions for persons
commiting, or ordering to be committed, any of the grave
breaches of the convention devined.
Ketentuan tersebut memberikan kewajiban bagi negara peserta
untuk mengatur secara legislasi dalam memberikan sanksi yang
efektif terhadap pelaku pelanggaran berat (grave breaches).28
Selain itu, amnesti yang merupakan penghapusan
pemidanaan atas pelaku kejahatan perlu memperhatikan
diperhatikan hak-hak dari korban. Korban atas suatu kejahatan
memiliki hak untuk atas keadilan, kebenaran dan ganti rugi.
Pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan (yang terdapat
korban) berarti penderitaan korban tidak diakui/ditolak negara
yang menyebabkan korban tersebut akan terus menderita. Oleh
karena itu dalam pemberian amnesti yang tidak membatasi jenis
pidana maka negara perlu mengatur mekanisme pemulihan atas
korban sebagai salah satu bentuk kewajiban negara dalam

menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

. Teori Ius Poeniendi dalam Penyelenggaraan Grasi, Amnesti,
Abolisi dan Rehabilitasi
Salah satu teori yang dikenal dalam hukum pidana
adalah ius poeniendi. Sebelum menjelaskan keterkaitan ius
poeniendi dengan penyelenggaraan grasi, abolisi, dan
amnesti, perlu terlebih dahulu membahas tentang

pengertian hukum pidana. Istilah hukum pidana

27 Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 59 tahun
1958 tentang Ikut Serta Indonesia dalam seluruh Konpensi Jenewa 1949.

28 Article 50 Geneva Convetions mengatur bahwa Grave breaches to which the
preceding Article relates shall be those involving any of the following acts, if committed against
persons or property protected by the Convention: wilful killing, torture or inhuman treatment,
including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury to body or
health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military
necessity and carried out unlawfully and wantonly.

26



merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu
strafrecht, straf berarti pidana dan recht berarti hukum.
Mendefinisikan hukum pidana bukanlah hal yang mudah.
Andi Hamzah menilai bahwa hukum pidana itu mempunyai
banyak segi yang tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri.
Lagi pula, ruang lingkup pengertian hukum pidana itu
dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit.29 Berikut
beberapa pendapat pakar hukum yang berasal dari luar
Indonesia mengenai definisi hukum pidana3o:
1) Pompe
Hukum ©pidana adalah keseluruhan aturan
ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang
dapat dihukum dan aturan pidananya
2) Apeldoorn
Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti:
a) Hukum pidana materiil
Hukum pidana materil ini menunjuk pada perbuatan
pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat
dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai
dua bagian, yaitu:
i. Bagian objektif
merupakan suatu perbuatan atau sikap yang
bertentangan dengan hukum pidana positif,
sehingga bersifat melawan hukum yang
menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman
pidana atas pelanggarannya.

ii. Bagian subjektif

29 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Cet. I, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), Hlm.
1. Dapat juga dilihat di “Hukum Pidana Indonesia”, Hukum Pidana Indonesia - Google Books,
diunduh pada tanggal 11 Januari 2022 jam 14.40 WIB

30 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Ed. 1, Cet. I, (Yogyakarta: Deepublish,